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PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Ff
o\t 7
Ll 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Agustus 1978, agama
Islam, pekerjaan XxxxXxxX XxXx XXxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA
BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Januari 1980, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXXX XXXXXxX, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA
BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Ff,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Soreang ,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0073/021/111/2015, tertanggal 22 Maret 2015;
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2. Bahwa seteleh menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Andy Arsyad, Rt.03, Kecamatan
Soreang, Kota Pare-Pare selama 1 bulan dan kemudian 25 April 2015
pindah ke Fakfak xxxxx xxxxx di alamat Jalan Yos Sudarso, xXx XX,
Kelurahan xxxxx, Distrik XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXX XXX sampai sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: XXXXXX, laki-laki, umur 9
tahun;
4. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat yang selalu ingin menang sendiri, egois dan selalu
mengabaikan pendapat dari Penggugat ;
. Bahwa sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu
perhitungan terkait nafkah dan kebutuhan rumah tangga kepada
Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Pengguat,
. Bahwa Tergugat tidak menyentuh atau memberikan nafkah batin
selama 2 tahun kepada Pengguat yakni dari 2019 sampai 2021dengan
alasan untuk menghukum Penggugat karena Penggugat membeli baju
tanpa sepengetahuan Tergugat ;
. Bahwa Penggugat ketika sedang marah selalu meninggalkan
rumah kediaman hingga beberapa hari serta mendiamkan Penggugat,
sehingga Pengguat merasa tidak di hargai sebagai istri oleh Tergugat ;
. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat
untuk merubah sikap, namun Tergugat keras kepala selalu egois dan
hanya mau menang sendiri;
. Bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran karena
Tergugat menegur Penggugat dengan kasar karena Penggugat membeli
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sendal tanpa sepengetahuan dari Tergugat, sehingga Tergugat

mendiamkan Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, puncaknya pada tanggal 05 Desember tahun 2023 terjadi
pertengkaran masalah yang sama yakni Tergugat salah paham kepada
Penggugat karena Penggugat akan mengadakan acara sunatan di rumah,
kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
selama kepergian nya tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir
maupun batin kepada Pengguga;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan
kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya
per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima
ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat
dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan
yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai
anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai (XXXXXXXXX XXXXXXX
Syariah)dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika
terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk
membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 yang harus
dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang
nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat

sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
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12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Hakim yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk
menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi
diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas
sejumlah Rp.1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan
yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan
sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)
sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan
tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas
pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim tunggal menetapkan Muhammad
Sopalatu.,S.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
41/Pdt.G/2024/PA.Ff tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 5 Agustus 2024 dan
15 Agustus 2024 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan
untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina
rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan
membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri
maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak
perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak
berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA
No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi
dalam perkara ini.
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Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam
membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi
pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum serta hadir dalam
persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya
dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal
karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk
bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh
Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor:
149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ lzin
Sidang Dengan Hakim Tunggal;
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Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara yang terdaftar dalam register perkara

pada Pengadilan Agama Fakfak Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Ff tanggal 01

Agustus 2024, telah selesai karena dicabut;

3.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada

hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10
Shafar 1446 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.l., M.H. sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dan didampingi oleh Galih Adhi Wisesa, S.H sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim,

Galih Adhi Wisesa, S.H Dwi Anugerah, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :
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- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 9.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
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